5.1

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

1. Batasan penggunaan data pribadi oleh pihak Penyelenggara dalam suatu

transaksi Peer to Peer Lending apabila terdapat persetujuan dari pemilik
data pribadi adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
yang menyatakan tidak sahnya suatu perjanjian apabila terdapat suatu
sebab yang terlarang, mengingat tidak ada pengaturan secara jelas di
dalam peraturan Perundang-undangan mengenai peer to peer lending yang
ada sekarang ini. Lahirnya persetujuan antara pihak Penyelenggara dengan
pihak Penerima pinjaman lahir dalam bentuk suatu kontrak elektronik
yang diisi dan disetujui calon pengguna jasa sebelum menggunakan jasa
peer to peer lending. Kontrak elektronik yang disetujui tersebut mencakup
klausula-klausula tentang pemanfaatan data pribadi. Sehingga tindakan
menyetujui  kontrak  elektronik  tersebut  mencerminkan  asas
konsensualisme sebagaimana tercermin dalam pasal 1320 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata sebagai syarat sahnya suatu perjanjian sekaligus
persetujuan untuk digunakannya data pribadi pihak penerima pinjaman.
Meski begitu, salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah tidak
adanya suatu sebab yang dilarang, yang dalam hal ini berarti bertentangan
dengan Perundang-Undangan.

Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan peraturan perundang-
undangan di Indonesia terhadap Penerima Pinjaman dalam transaksi Peer
to Peer Lending terkait penggunaan data pribadi yang merupakan hak
privasi yang sifatnya hak asasi adalah berupa tindakan preventif yang
mewajibkan pengelola data pribadi menjaga kerahasiaan, keutuhan,

ketersediaan serta keamanan serta menjamin pemanfaatan dan penggunaan
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5.2.

data pribadi, dalam rangka memberikan rasa aman bagi pengguna sistem
elektronik. Hal tersebut tercermin dalam berbagai instrumen hukum
internasional dan Peraturan Perundang-undangan tentang perlindungan
hak asasi manusia.

Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan penulis pada bab IV, maka

penulis menyarankan agar:

1)

2)

3)

Menambahkan ketentuan yang mengatur secara jelas hubungan antara pihak
Penerima Pinjaman dan pihak Penyedia Jasa ke dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Menambahkan ketentuan yang mengatur secara jelas dan spesifik batasan
penggunaan data pribadi baik milik pihak Penerima Pinjaman maupun
Pemberi Pinjaman oleh Penyedia Jasa Peer to Peer Lending yang
diperbolehkan ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor
77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis
Teknologi Informasi.

Menambahkan ketentuan mengenai prosedur persetujuan penggunaan data
pribadi dalam transaksi peer to peer lending yang harus diinformasikan
terlebih dahulu secara jelas tujuan penggunaannya kepada pemilik data
pribadi pada saat sebelum data tersebut dipergunakan ke dalam Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
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